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A

IMPROVING HUMAN RESOURCE QUALITY IN THE DIGITAL ERA AT THE TANGERANG CITY 
INVESTMENT AND ONE STOP INTEGRATED SERVICES AGENCY DPMPTSP , 

BANTEN PROVINCE

Currently, the challenges of human resources competency in the digital era are also increasingly 
complex and diverse. Many HR do not have suf icient digital skills, such as the ability to process 

data, manage projects, and master certain software. Work that is usually done manually has 
now been automated or done with the help of technology. Therefore, HR needs to leam how to 
work with new technology and adjust their tasks and roles. In addition, the development of new 
technologies can also replace some human tasks, so HR needs to leam new skills to stay relevant 
in an increasingly competitive job market. 

Qualitative research includes secondary data analysis that describes the level of digital skills 
that exist based on the responses of respondents from Civil Servants Managing Digital-Based Pub-
lic Services at DPMPTSP Tangerang  City, Banten Province.

The capacity of human resources (HR) managing digital-based public services at DPMPTSP 
Tangerang City, Banten Province follows the increasingly massive technological developments and 
requires efforts to prepare digital infrastructure from regulators or the government. Regulators 
are involved in digital strategies because they are very important in supporting the digital trans-
formation of organizations. In addition, HR managing public services at DPMPTSP Tangerang 
City remains based on: standard output, outcome and feedback from the community, which are 
set in the management of digital services.

Digital-based human resources in supporting the work pattem that is transformed in accommo-
dating the system needed at the Tangerang City DPMPTSP, Banten Province is through HR manage-
ment at the Tangerang City DPMPTSP, which is managed in order to: (1) increase accessibility and 
quality of public services through the Tangerang City Public Service Mall; (2) development of IT-based 
public services; (3) increase empowerment of community participation in development through pro-
viding appreciation and incentives for RT, RW, Linmas, Posyandu Cadres, Mosque Marbots, and other 
groups; (4) increase birth certi icate issuance services and other population administration services 
(5) build, improve and develop advanced and adequate city infrastructure and facilities.

An appropriate model for digital-based HR management that is able to build HR in experi-
ential leaming, and includes: initial stages (assessment) and advanced stages (implementation), 
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and is a primary need in the digital era and transforms to follow current trends in DPMPTSP 
Tangerang City, Banten Province.

Keywords: Human resource (HR) capacity, digital-based human resources.

A

Saat ini tantangan kompetensi SDM dalam era digital juga semakin kompleks dan beragam. 
Banyak SDM yang tidak memiliki keterampilan digital yang cukup, seperti kemampuan 

dalam pengolahan data, manajemen proyek, dan penguasaan perangkat lunak tertentu. 
Pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual sekarang telah diotomatisasi atau dilakukan 
dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, SDM perlu belajar cara bekerja dengan teknologi 
baru dan menyesuaikan tugas dan peran mereka. Selain itu, perkembangan teknologi baru juga 
dapat menggantikan beberapa tugas manusia, sehingga SDM perlu belajar keterampilan baru 
untuk tetap relevan dalam pasar kerja yang semakin ketat. 

Penelitian dengan metode kualitatif mencakup analisis data sekunder yang 
menggambarkan tingkat keterampilan digital yang ada berdasarkan reaksi responden dari 
PNS Pengelola Pelayanan Publik Berbasis Digital di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pelayanan publik berbasis digital di 
DPMPTSP Kota Tangerang, Provinsi Banten mengikuti perkembangan teknologi yang semakin 
masif serta memerlukan upaya kesiapan infrastruktur digital dari regulator atau pemerintah. 
Regulator dilibatkan dalam strategi digital, karena sangat penting dalam mendukung 
transformasi digital organisasi. Selain itu SDM pengelola pelayana publik di DPMPTSP Kota 
Tangerang tetap berpatokan pada: standard output, outcome dan feedback dari masyarakat, 
yang ditetapkan pada pengelolaan pelayanan digital.

Sumber daya manusia yang berbasis digital dalam menunjang pola kerja yang 
bertransformasi dalam mengakomodasi sistem yang dibutuhkan di DPMPTSP Kota Tangerang 
Provinsi Banten adalah dengan pengelolaan SDM di DPMPTSP Kota Bekasi, yang dikelola 
dalam rangka: (1) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi; (2) pengembangan layanan publik berbasis IT; (3) peningkatan 
pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan 
insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok lainnya; 
(4) peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan 
lainnya (5) membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang 
maju dan memadai.

Model yang sesuai untuk pengelolaan SDM berbasis digital yang mampu membangun 
SDM dalam experiental leaming, dan meliputi: tahap awal (assessment) dan tahap lanjutan 
(implementation), serta menjadi kebutuhan utama di era  digital  dan  bertransformasi 
mengikuti perubahan trend saat ini di DPMPTSP Kota Tangerang  Provinsi Banten.

Kata Kunci: Kapasitas sumber daya manusia, sumber daya manusia yang berbasis digital.

PENDAHULUAN

Sebuah riset yang dilakukan oleh 
Intemational Institute for Management 

Development (IMD) World Talent 
Ranking (WTR) 2024 menyebutkan 
tingkat daya saing keahlian sumber 
daya manusia (SDM) Indonesia naik 

ke peringkat 46 dunia di tahun ini. 
Peringkat RI 2024 naik satu tingkat dari 
tahun 2023 yakni 47.

WTR 2024 adalah peringkat berdasarkan 
tingkat kemampuan dan keahlian tenaga 
kerja di suatu negara. Khususnya yaitu 
kemampuan dalam hal mengisi lowongan 
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pekerjaan baru dan kemampuan bisnis 
dalam mengembangkan keterampilan 
karyawan yang ada. Tahun 2024, WTR telah 
melakukan survei pada 67 negara di dunia 
melalui 31 data statistik dan respon survei 
yang dikelompokkan dalam tiga indikator. 
Ketiganya yaitu tingkat investasi dan 
pengembangan talenta, kesiapan SDM, dan 
kemampuan suatu negara untuk menarik 
talenta asing (https://www.detik.com/
edu/detikpedia/d-7547943/daya-saing-
keahlian-sdm-indonesia-peringkat-46-
dunia-dan-nomor-3-di-asean).

Wirawan (2022) menyatakan bahwa 
Sumber Daya Manusia berkualitas adalah 
seseorang yang bekerja dengan unggul yaitu: 
ulet dan memiliki sifat yang selalu mencari 
solusi dan dan tidak pemah putus asa. 
Adapun tingkat kualitas SDM dapat diukur 
dengan dua cara: yaitu dengan menggunakan 
indikator objektif dan subjektif. Sedangkan 
Ndraha (2012) menambahkan bahwa 
kualitas SDM adalah kemampuan untuk 
menciptakan nilai komparatif, kompetitif, 
generative, dan inovatif. Selanjutnya Sugeng 
(2012) menyatakan bahwa kualitas SDM 
adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
kemampuan seseorang untuk menghasilkan 
layanan profesional.

Hasil survei ini bisa membantu 
pemerintah daerah dalam memperbaiki 
layanan, meningkatkan kepuasan 
masyarakat, dan mengidenti ikasi area yang 
perlu perhatian lebih.

Tantangan yang dihadapi pemerintah 
daerah dalam mengadopsi teknologi digital 
adalah kesiapan pemerintah daerah di era 
digital menghadapi berbagai tantangan dan 
peluang. Berikut adalah beberapa tantangan 
dan data terkait: (1) Infrastruktur Teknologi 
Informasi: banyak daerah masih kekurangan 
infrastruktur dasar, seperti jaringan intemet 
yang stabil dan aksesibilitas teknologi. 
(2) Sumber Daya Manusia: keterbatasan 
keterampilan digital di kalangan pegawai 
pemerintah menjadi penghambat dalam 

implementasi kebijakan digital. (3) Regulasi 
dan Kebijakan: peraturan yang belum 
sepenuhnya mendukung transformasi digital 
bisa menghambat inovasi dan penerapan 
teknologi baru. (4) Budaya dan Perubahan 
Organisasi: resistensi terhadap perubahan 
dan budaya kerja yang belum adaptif dapat 
menghalangi implementasi strategi digital. 
(5) Anggaran dan Pendanaan: keterbatasan 
anggaran untuk investasi dalam teknologi 
digital dan pelatihan pegawai.

Selain itu belum lengkapnya Data 
Kesiapan Digital meliputi: (a) Indeks Kesiapan 
Digital: beberapa survei menunjukkan bahwa 
banyak pemerintah daerah masih berada 
di level dasar dalam penggunaan teknologi 
digital. Indeks Kesiapan Digital di Indonesia 
menunjukkan bahwa sebagian besar daerah 
perlu meningkatkan penggunaan layanan 
digital. (b) Survei Penggunaan E-Govemment: 
data menunjukkan peningkatan penggunaan 
e-govemment, tetapi banyak layanan masih 
belum optimal dan sering kurang user-
friendly. (c) Pelatihan dan Pengembangan: 
banyak daerah melaporkan bahwa pelatihan 
untuk pegawai dalam hal teknologi informasi 
masih rendah, dengan kurang dari 30% 
pegawai yang mengikuti pelatihan digital 
secara rutin. (d) Inovasi Pelayanan Publik: 
pemerintah daerah dapat meningkatkan 
pelayanan publik melalui aplikasi mobile 
dan platform online. (e) Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat: teknologi digital 
memungkinkan partisipasi masyarakat yang 
lebih aktif dalam pengambilan keputusan. 
(f) Kolaborasi dengan Sektor Swasta: kerja 
sama dengan perusahaan teknologi dapat 
mempercepat transformasi digital.

Kesiapan pemerintah daerah di 
era digital memerlukan komitmen 
dari semua pihak, termasuk pelatihan, 
investasi infrastruktur, dan kebijakan yang 
mendukung. Provinsi Banten dari tahun ke 
tahun masih menjadi salah satu destinasi 
utama investor untuk menanamkan modal. 
Tercatat hingga semester 1, tahun 2023, 
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nilai investasi di Banten mencapai Rp. 103.6 
triliun (bantenprov.go.id). Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, menjelaskan 
bahwa capaian ini di angka 50 persen dari 
target Pemprov Banten yaitu Rp. 188 triliun. 
SDM di Banten saat ini produktivitasnya 
tinggi, apabila dibandingkan dengan daerah 
lain, lanjut Kadis pada ‘Road to West Java and 
Banten Investment Summit, 2023” (Humas 
DPMPTSP, Banten, 2023).

Rumusan Masalah
1. Bagaimana peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan 
Provinsi Banten?

2. Apa strategi untuk meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manusia pada 
era digital di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan 
Provinsi Banten?

Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengidenti ikasi peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Tangerang Provinsi  Banten.

2. Untuk mengidenti ikasi strategi dalam 
peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia pada era digital di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Tangerang Provinsi Banten.

Manfaat Penelitian
1. Pentingnya SDM yang berkualitas dalam 

pelayanan publik dan pengelolaan 
pemerintahan pada era digital di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di 
Pemerintah Daerah Provinsi Banten 
untuk meningkatkan penggunaan 

layanan digital yang efektif bagi 
masyarakat.

2. Dengan adanya strategi inovasi 
pelayanan publik, maka Pemerintah 
Daerah Provinsi Banten dapat 
meningkatkan pelayanan publik melalui 
aplikasi mobile dan platform online, dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat 
lebih aktif dengan teknologi digital 
memungkinkan partisipasi masyarakat 
serta berkolaborasi dengan sektor 
swasta; kerja sama dengan perusahaan 
teknologi yang dapat mempercepat 
transformasi digital.

LANDASAN TEORETIS

Peran manajemen sumber daya manusia 
dalam organisasi telah berangkat dari 
peran konservatif menjadi lebih kreatif dan 
inovatif dalam menerapkan inisiatif berani 
seperti rekrutmen berbasis kompetensi, 
kompensasi inovasi, manajemen kinerja 
berorientasi hasil, dan pemberdayaan 
sumber daya manusia (Dewi et al., n.d.). 
Digitalisasi fungsi manajemen sumber 
daya manusia juga merupakan cerminan 
dari pergeseran tersebut ke arah peran 
yang lebih kreatif dan inovatif. Saat fungsi 
Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi 
lebih digital, dia memiliki kemampuan 
untuk melompati fungsi pendukung 
lainnya, menurut Makridakis. Keuntungan 
digitalisasi bagi dunia manajemen sumber 
daya manusia antara lain: analitik yang 
mendalam dan tingkat kinerja yang lebih 
tinggi; e isiensi yang lebih besar dalam 
perekrutan, seperti penggantian curriculum 
vitae (CV) manual dan penyaringan otomatis 
yang menyelesaikan tugas-tugas tersebut 
dalam hitungan detik; transparansi dan 
akses yang lebih besar ke kumpulan data 
yang sebelumnya tertutup; pemantauan 
karyawan secara realtime; otomatisasi tugas 
transaksional; lebih banyak analitik SDM 
yang 'mendorong' pelaporan ke mitra lini 
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yang memungkinkan mereka melihat data 
yang relevan secara real time dan mengambil 
tindakan yang sesuai. Baranes & Palas 
menulis bagaimana alat pembelajaran mesin 
dapat membuat model yang canggih, tepat, 

cepat dan efektif untuk proses keputusan 
yang kompleks dan menuntut komputasi, ini 
akan berdampak pada analitik SDM.

Teknologi saat ini telah berkembang 
semakin pesat dan revolusi industri 4.0 

No. 
Judul , Peneliti,       

Metodologi Penelitian
Hasil Perbedaan

1 - Digitalisasi Dalam 
Manajemen Sumber 
Daya Manusia di 
Universitas Muham-
adiah.

-     Susilo, 2022
- Metode Kualitatif 

Deskriptif

Digitalisasi dalam manajemen 
sumber daya manusia memban-
tu perusahaan dan organisasi 
untuk memodernisa-si fungsi 
SDM dan memberi mereka ke-
unggulan kompetitif. Pada saat 
yang sama, hal itu membutuhkan 
perubahan dalam gaya kerja dan 
memerlukan perubahan dalam 
permintaan untuk kompetensi 
SDM. Sistem manajemen kompe-
tensi adalah sistem yang diper-
gunakan untuk mengorganisasi, 
merencana-kan, melaksana-kan, 
mengendali-kan aktivitas dari 
rekruitmen sampai pensiun

Lebih menekankan pengelolaan 
SDM di era digital menjadi san-
gat krusial, untuk mencapai efek-
tivitas dan efesiensi pengelolaan 
SDM perlu diintegrasi-kan dengan 
perkembang-an teknologi. Kolab-
orasi dari seluruh stakeholder 
(manajemen dan pegawai) men-
jadi salah satu kunci dalam imple-
mentasi pengelolaan SDM berbasis 
digital. Selain itu, digital strategi 
dalam pengelolaan SDM ini diper-
lukan adanya dukungan teknologi 
serta tidak hanya dikembang-kan 
oleh internal organisasi, akan teta-
pi melibatkan pengembangan te-
knologi dari eksternal organisasi 
penyedia jasa atau vendor.

-  Implementasi Mane-
jamen SDM digital 
pada UMKM, Stu-
di Kasus di Kemari 
Coffee (Universitas 
Sanata Dharma  Yo-
gjakarta)

-    Aloysius Dhimas  Tri-
kurnian, 2021

- Metode Kualitatif 
Diskriptif

Belum menerapkan Manajemen 
SDM digital secara keseluruhan 
dari pembahasan dan penjelasan, 
seperti perekrutan dan admini-
trasi elektronik  

Secara tidak Metode Penelitian 
Naturalistik karena penelitian-nya 
dilakukan pada kondisi yang ala-
miah (natural setting) Sugiyono.

-    Implementasi Mana-
jemen SDM Berbasis 
Kompetensi di Era 
Digital (Institut Pe-
merintahan Dalam 
Negeri)

-     Fanila Kasmita Kus-
uma, 2019

-     Kualitatif Diskriftif

Teknologi digital jelas mempen-
garuhi aktivitas SDM dan mengu-
bah peran manajer SDM dari sta-
tis menjadi dinamis dan strategis

Dengan Metode tinjauan sistem-
atis dan analisis literatur ilmiah, 
analisis data sekunder berdasar-
kan penilaian ahli dan peramalan 
serta pendekatan sistematis.

Tabel 1 
Hasil Penelitian Sebelumnya
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telah memberikan pengaruh signi ikan bagi 
berbagai sektor di dunia, termasuk sektor 
bisnis dan organisasi. Dalam era digital 
ini, teknologi telah merubah banyak aspek 
kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis 
dan organisasi. Organisasi harus beradaptasi 
dengan cepat agar tetap relevan, berdaya 
saing, dan semakin kompetitif. Sehingga 
kompetensi SDM dalam era digital menjadi 
hal yang mendasar diperhatikan agar 
organisasi tetap dapat bersaing dan bertahan 
di pasar yang semakin dinamis ini. 

Tantangan kompetensi SDM dalam 
era digital juga semakin kompleks dan 
beragam. Banyak SDM yang tidak memiliki 
keterampilan digital yang cukup, seperti 
kemampuan dalam pengolahan data, 
manajemen proyek, dan penguasaan 
perangkat lunak tertentu. Pekerjaan yang 
biasanya dilakukan secara manual sekarang 
telah diotomatisasi atau dilakukan dengan 
bantuan teknologi. Oleh karena itu, SDM 
perlu belajar cara bekerja dengan teknologi 
baru dan menyesuaikan tugas dan peran 
mereka. Selain itu, perkembangan teknologi 
baru juga dapat menggantikan beberapa 
tugas manusia, sehingga SDM perlu belajar 
keterampilan baru untuk tetap relevan 
dalam pasar kerja yang semakin ketat. 

Landasan Legalistik
1  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang  Aparatur Sipil Negara

 Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 bagian ke tiga (3) Manajemen 
PNS, Paragraf 1: yaitu Penyusunan dan 
Penetapan Kebutuhan Pasal 56 ayat 
(1) dan (2) dijelaskan bahwa setiap 
instansi pemerintah wajib menyusun 
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS 
berdasarkan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja. Penyusunan kebutuhan dan 
jenis jabatan. Jabatan PNS dilakukan 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
yang diperinci seti tahun berdasarkan 
prioritas kebutuhan pegawai 

2  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah

 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 pasal 208 ayat (2) dijelaskan 
bahwa perangkat daerah yang diisi 
oleh aparatur sipil negara memiliki 
tugas untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang dibantu oleh 
perangkat daerah. 

3 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang   
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2020 dijelaskan bahwa 
penyusunan  dan  penetapan  kebutuhan 
bagian  kesatu pasal 4 dijelaskan  
bahwa penyusunan   dan penetapan 
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS 
harus dilakukan sesuai dengan siklus 
anggaran. Selanjutnya, pada bagian 
kedua penyusunan kebutuhan pasal 
5 mengenai penyusunan kebutuhan 
dijelaskan bahwa:

1) Setiap Instansi Pemerintah wajib 
menyusun kebutuhan jumlah dan 
jenis jabatan PNS berdasarkan 
analisis jabatan dan analisis beban 
kerja.

2)  Penyusunan  kebutuhan  jumlah  
dan  jenis  Jabatan  PNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
yang diperinci per 1 (satu) tahun 
berdasarkan prioritas kebutuhan.

3) Penyusunan kebutuhan PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus mendukung pencapaian 
tujuan instansi pemerintah

4) Penyusunan   kebutuhan   PNS   
untuk   jangka   waktu   5   (lima)   
tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur berdasarkan rencana 
strategis instansi pemerint
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Gambar 1 
Kerangka Pemikiran

5) Dalam   rangka   penyusunan   
kebutuhan   PNS   sebagaimana 
dimaksud      pada      ayat      (4)      
mempertimbangkan      dinamika/
perkembangan organisasi 
Kementerian/Lembaga

KERANGKA PEMIKIRAN

Peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (PNS) dapat dilihat dari berbagai 

potensi non isik antara lain: (1) pengetahuan, 
pegawai harus memiliki dasar pengetahuan 
yang cukup luas sehingga mampu 
menjalankan mandat tugas pekerjaannya; 
(2) inteligensia, pegawai diharapkan mampu 
untuk menerima segala perintah dalam 
menjalankan tugasnya; (3) keahlian, pegawai 
diharapkan memliki keahlian-keahlian 
khusus dalam melaksanakan tugasnya 
seperti untuk mengoperasikan teknologi 
yang ada; (4) keterampilan, pegawai mampu 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil 

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang 
Transformasi Digital 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Instansi Pemerintah 

 

Peningkatan SDM pada Era Digital di 
DPMPTSP Pemerintah Daerah Provinsi 
Banten 

Kualitas SDM pada Era 
Digital 

Pengelolaan 
Pelayanan Publik 

Wirawan (2022), 
menyatakan bahwa kualitas 
SDM adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan 
kemampuan seseorang 
untuk menghasilkan layanan 
profesional. 

Kualitas SDM merupakan mutu dari 
tenaga kerja yang menyangkut 
kemampuan fisik, kemampuan 
intelektual (pengetahuan), maupun 
kemampuan psikologis (mental). 
Beberapa indikator kualitas SDM, antara 
lain: kualitas intelektual, pendidikan, 
semangat kerja, kemampuan 
perencanaan dan pengorganisasian 
(Wirawan, 2022) 

 

 

 

 

 

Strategi inovasi pelayanan publik di Pemprov. Banten yang dapat 

meningkatkan pelayanan publik melalui aplikasi mobile dan platform online, 

dan meningkatkan partisipasi masyarakat lebih aktif dengan teknologi 

digital serta memungkinkan masyarakat dapat berkolaborasi dengan sektor 

swasta; kerja sama dengan perusahaan teknologi yang dapat mempercepat 

transformasi digital 
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menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun 
ide-ide baru dalam tugas yang didapatnya 
agar lebih termotivasi. (5) human relation, 
SDM yang baik adalah SDM yang mampu 
berorganisai atau berkomunikasi satu sama 
lain dan bekerja sama dengan baik terhadap 
lingkungan sekitar, karena SDM yang 
profesional adalah mereka yang mampu 
berkomunikasi antara individu dengan baik.   

Di samping itu, Prof. Wolfgang Drechsler 
dari UCL Institute for Innovation and Public 
Purpose (KepmenpanRB, 2021) mengatakan 
transformasi digital tidak dapat diartikan 
sebagai digitalisasi semata. Transformasi 
digital sejatinya mencakup perubahan secara 
organisasional. Dalam hal ini, negara sukses 
membentuk SDM yang sangat kompeten 
sehingga sektor publik dapat terkelola 
dengan baik. Drechsler menyebut Indonesia 
perlu mempelajari praktik transformasi 
digital di negara-negara yang telah berhasil 
menerapkannya dan mengambil tindakan 
yang sesuai dengan konteks dalam negeri.

Organisasi harus beradaptasi dengan 
cepat agar tetap relevan, berdaya saing, dan 
semakin kompetitif. Sehingga kompetensi 
SDM dalam era digital menjadi hal yang 
mendasar dan diperhatikan agar organisasi 
tetap dapat bersaing dan bertahan di pasar 
yang semakin dinamis ini. Hasil sesuai 
dengan tujuan dan sasaran organisasi serta 
sesuai standard kinerja (Hasibuan, 2021). 

Tantangan kompetensi SDM dalam 
era digital juga semakin kompleks dan 
beragam. Banyak SDM yang tidak memiliki 
keterampilan digital yang cukup, seperti 
kemampuan dalam pengolahan data, 
manajemen proyek, dan penguasaan 
perangkat lunak tertentu. Pekerjaan yang 
biasanya dilakukan secara manual sekarang 
telah diotomatisasi atau dilakukan dengan 
bantuan teknologi. Oleh karena itu, SDM 
perlu belajar cara bekerja dengan teknologi 
baru dan menyesuaikan tugas dan peran 
mereka. Selain itu, perkembangan teknologi 

baru juga dapat menggantikan beberapa 
tugas manusia, sehingga SDM perlu belajar 
keterampilan baru untuk tetap relevan 
dalam pasar kerja yang semakin ketat. 

Penelitian dengan metode kualitatif 
mencakup analisis data sekunder yang 
menggambarkan tingkat keterampilan digital 
yang ada berdasarkan reaksi responden dari 
PNS Pengelola Pelayanan Publik Berbasis 
Digital di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan 
Provinsi Banten dalam rangka Peningkatan 
Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi 
Banten.  

METODE PENELITIAN

Peningkatan Kualitas Sumber 
Daya Manusia pada Era Digital di 
Provinsi Banten Peningkatan SDM 
pada Era Digital di DPMPTSP Pemerintah 
Daerah Kota Tangerang Selatan Provinsi 
Banten Wirawan (2022), menyatakan 
bahwa kualitas SDM adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan kemampuan seseorang 
untuk menghasilkan layanan profesional. 
Kualitas SDM merupakan mutu dari tenaga 
kerja yang menyangkut kemampuan isik, 
kemampuan intelektual (pengetahuan), 
maupun kemampuan psikologis (mental). 
Beberapa indikator kualitas SDM, antara 
lain: kualitas intelektual, pendidikan, 
semangat kerja, kemampuan perencanaan 
dan pengorganisasian (Wirawan, 2022)

Klasi ikasi pekerjaan SDM memiliki 
keterampilan digital yang cukup, seperti 
kemampuan dalam pengolahan data, 
manajemen proyek, dan penguasaan 
perangkat lunak tertentu.  

Sumber Data
Kegiatan untuk memperoleh data dan 

informasi yang berkaitan dengan penelitian, 
maka harus ditentukan sumber data yang 
akan digunakan dalam penelitian yang akan 
peneliti lakukan sehingga bisa mendapatkan 
data yang akurat.
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JUDUL KONSEP DIMENSI VARIABEL MASING-MAS-
ING DIMENSI

Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manu-
sia pada Era Digital di 
Provinsi Banten

Peningkatan SDM pada 
Era Digital di DPMPT-
SP Pemerintah Daerah 
Kota Tangerang Selatan 
Provinsi Banten

Wirawan (2022), men-
yatakan bahwa kualitas 
SDM ada-lah pengeta-
huan, keterampilan, dan 
kemampuan seseorang 
untuk menghasilkan 
layanan profesion-al.

Kualitas SDM merupa-
kan mutu dari tenaga 
kerja yang menyang-
kut kemampuan isik, 
kemampuan intelek-
tual (pengetahuan), 
maupun kemampuan 
psikologis (mental). Be-
berapa indikator kual-
itas SDM, antara lain: 
kualitas intelektual, 
pendidikan, semangat 
kerja, kemampuan per-
encanaan dan pengor-
ganisasian (Wirawan, 
2022)

Standard kinerja dan 
peningkatan SDM ber-
basis digital

Klasi ikasi pekerjaan 
SDM memiliki keteram-
pilan digital yang cukup, 
seperti kemampuan da-
lam pengolahan data, 
manajemen proyek, dan 
penguasaan perangkat 
lunak tertentu,

Tabel  3
Operasional Konsep Penelitian

Menurut Arikunto (2010:172) sumber 
data diklasi ikasikan meniadi 3 (tiga), 
yaitu person, place, paper. Sumber data 
dalam penelitian ini ditentukan dengan 
berdasarkan tujuan penelitian, sebagai 
berikut :

1. Person, secara khusus, sumber data 
dapat memberikan data berupa 
tanggapan lisan melalui wawancara 
Dalam penelitian ini, sumber data 
pribadi adalah pihak-pihak yang terkait 
dengan masalah penelitian yaitu 
aparatur pengelola pelayanan publik 
berbasis digital di DPMPTSP Provinsi 
Banten.

2. Place, yaitu menampilkan sumber 
data yang ditampilkan dalam bentuk 

keadaan stasioner dan bergerak. Dalam 
penelitian ini, sumber datanya adalah 
DPMPTSP Provinsi Banten.

3. Paper, yaitu Sumber data yang 
merepresentasikan karakter berupa 
huruf, angka, gambar, atau simbol 
lainnya. Sumber data berupa makalah 
dalam penelitian ini adalah arsip dan 
semua dokumen yang berhubungan 
dengan penelitian ini.

Lebih lanjut, Arikunto (2010:129) 
menjelaskan bahwa berdasarkan jenis 
sumber data yang diperoleh data terdiri atas 
beberapa jenis, yaitu

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh 
langsung dari sumbemya, dan tidak 
diolah oleh orang lain, sesuai dengan 
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ruang lingkup dan kebutuhan. Data 
primer ini diperoleh melalui wawancara 
dan observasi.

2. Data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung, karena 
telah diolah dan disajikan oleh orang 
lain, atau dari buku- buku yang telah 
dipublikasikan yang akan menunjang 
dalam penelitian.

Mengenai ruang lingkup kegiatan 
penelitian, maka perlu menyediakan data 
yang valid sesai dengan fokus penelitian agar 
dapat dianalisis dan memperolen gambaran 
hasil penelitian tersebut.

Tabel 4 
Daftar informan

No. Informan Jumlah

1. Kepala DPMPTSP Kota Tangsel 
Pemprov. Banten

1

2. Sekretaris DPMPTSP Kota 
Tangsel Pemprov. Banten

1

3 Kepala Bagian atau Koordina-
tor di DPMPTSP Kota Tangsel 
Pemprov. Banten

2

4 Kasubbid atau Analis di DP-
MPTSP Kota Tangsel Pemprov. 
Banten

2

5 Kasubbid  atau Analis Pen-
didikan dan Pelatihan Teknis 
Fungsional di DPMPTSP Kota 
Tangsel Pemprov. Banten

2

6 Staf Pengelola Pelayanan Pub-
lik Berbasis Digital di DPMPT-
SP Kota Tangsel Pemprov. 
Banten

7

Jumlah 15

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang 
terus berkomitmen meningkatkan kualitas 
daya saing produk UMKM. Salah satunya, 
Pemkot Tangerang menggelar pelatihan 
digitalisasi yang diikuti sekitar 100 UMKM di 
Kota Tangerang. Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah (Disperindagkop UKM) Kota 
Tangerang, Suli Rosadi menuturkan, 
pelatihan digitalisasi kali ini difokuskan 
pada pemanfaatan akal imitasi (AI) untuk 
peningkatan penjualan produk UMKM di 
pasar digital.

 ”Kami telah rutin menyelenggarakan 
pelatihan digitalisasi seperti ini untuk 
memberdayakan para pelaku UMKM 
agar mampu menjawab tantangan zaman 
yang terus berkembang. Berbeda dari 
biasanya, pelatihan kali ini difokuskan 
untuk membekali wawasan para pelaku 
UMKM tentang perlunya pemanfaatan 
aplikasi pembayaran nontunai sampai 
AI secara signi ikan,” ujar Suli di Gedung 
Cisadane, Kamis (16/4/26).

Salah satu nara sumber pelatihan, Ana 
Rizki menambahkan, pelaku UMKM dibekali 
sejumlah keterampilan dasar mengenai 
pemanfataan AI untuk mengembangkan 
produknya masing-masing, mulai dari 
mindset, marketing, hingga strategi 
penggunaan AI secara sederhana.

Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia yang 

relatif masih rendah,  etos kerja yang 
rendah, pola kerja  subsistensi pada JFT 
berimplikasi  terhadap produktivitas  dan 
kreativitas dalam berusaha. Hal senada 
diungkapkan oleh Kepala Badan dan Kabid 
Mutasi  Aparatur   BKPSDM   bahwa:   effort  
kerja  pejabat   fungsional  (JFT)  di BPSDM  
Kota  Tangerang  masih rendah,  dibuktikan  
dengan:  kurangnya daya saing kerja, 
kurangnya skill sebagai pejabat fungsional, 
dan less competence sebagai JFT. Kemudian 
permasalahan ini tidak dikelola secara 
optimal oleh instansi pembina JFT dari 
pusat, bahkan komunikasi yang continuous  
antara daerah dan pusat terus diupayakan, 
agar tugas dan fungsi JFT yang ada perlu 
ditunjang oleh kompensasi yang sesuai, 
dengan pembinaan dari pusat serta 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah, 
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dalam hal ini BPSDM Kota Tangerang, 
Provinsi Banten.

Model Organisasi Efektif dengan 
Didukung oleh JFT yang Kompetensi.

Analisis dengan matriks SWOT 
bertujuan untuk mengidenti ikasikan 
altematif-altematif strategi yang secara 
intuitif dirasakan isible dan sesuai untuk 
dilaksanakan.  Semua altematif strategi 
harus dikaitkan dengan sasaran yang telah 
disepakati dan tertulis di matriks SWOT. 
Dalam penyusunannya dipertimbangkan 
berbagai kondisi intemal, yaitu strength 
dan weakness serta kondisi ekstemal, yaitu 
opportunity dan threat diharapkan akan 
diketahui apa saja yang menjadi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman yang 
mungkin muncul dan dihadapi dalam 
menentukan keberhasilan  pada Model 
Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT 
yang Kompeten.

Model Organisasi Efektif dengan 
Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM 
Kota Tangerang, Provinsi Banten, dari hasil 
analisis ini dipakai sebagai  dasar untuk 
menyusun  strategi dan operasionalisasi  di 
masa yang akan datang.  Dari analisis  ini 
akan ditarik kesimpulan bagaimana  Model  
Organisasi. .

Efektif  dengan  Didukung  oleh  JFT  yang  
Kompeten   di  BKPSDM  Kota  Tangerang, 
Provinsi Banten. Berdasarkan  keterangan  
dari Kepala  Badan,  Sekretaris Badan, dan 
Kabid Mutasi   Aparatur   BKPSDM   Kota 
Tangerang   mengenai   analisis   yang 
digunakan dalam proses penyusunan  
strategis, bahwa:

"Analisis   yang   digunakan   dalam   
mengidenti ikasi    dan   merumuskan 
program-program  untuk perumusan  
strategi Model Organisasi Efektif dengan 
Didukung oleh JFT yang Kompeten  di 
BKPSDM Kota  Tangerang, Provinsi Banten, 
adalah dengan menggunakan analisis situasi 

(SWOT) yang selanjutnya ditindaklanjuti 
dengan identi ikasi potensi model organisasi 
yang efektif menggunakan  skala prioritas."  
(hasil wawancara,2026).

SIMPULAN

Berdasarkan  pembahasan  seperti yang 
dikemukakan pada bab terdahulu, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berik

1.  Kompetensi   jabatan   fungsional   
tertentu   (JFT)   di  BKPSDM   Kabupaten 
Tangerang  belum  efektif terhadap  
organisasi,  hal  ini  belum  terpenuhi  
dalam: pencapaian target, kemampuan 
organisasi, pencapaian kinerja, dan 
tanggung jawab JFT.  Selain itu, saat 
ini perencanaanjabatan fungsional 
yang ada terkesan terburu• buru, 
sehingga tidak adanya effort dari JFT 
tersebut untuk meningkatkan skill-nya. 
Kemudian less competence ini tidak 
didukung juga dengan keuangan yang 
tersedia untuk pemberian kompensasi 
yang diberikan kepada JFT yang ada di 
BKPSDM Kabupaten Tangerang.

2.  Adapun  untuk  kompensasi  jabatan  
fungsional  tertentu  (JFT)  di  BKPSDM 
Kabupaten Tangerang terhadap 
efektivitas organisasi,  belum sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang diemban, 
dan adanya persyaratan yang terlalu 
mengikat untuk JFT, serta tidak adanya 
uraian yangjelas dari instansi pembina 
di pusat atau break down tusi JFT 
yang ada,  bahkan untuk formasi serta 
rekomendasi perkembangan  JFT 
yang ada tidak diberikan dari instansi 
pembina.  Selain itu,  sistematika kerja 
JFT serta sosialisasi tugas  dan fungsinya  
belum ada kesepakatan  antara daerah 
dan pusat. Hal ini juga tidak ditunjang 
dengan legalitas yang relevan serta 
tidak adanya role model sebagai 
pilot projek, yang menjelaskan serta 
menggambarkan JFT yang kompeten  
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dengan dukungan kompensasi  yang 
sesuai dalam menunjang  efektivitas 
organisasi.

3.  Hasil analisis terhadap prioritas strategi 
yang ada, maka Model Organisasi 
Efektif dengan  Didukung  oleh JFT yang 
Kompeten  di BKPSDM  Kabupaten  
Tangerang, Provinsi Banten, masuk 
kedalam Kuadran Pertama pada diagram 
SWOT, altematif strategi yang digunakan  
adalah SO (Strength and Opportunities), 
dengan pertimbangan  bahwa  BKPSDM  
Kabupaten  Tangerang  mempunyai  
potensi  yang banyak  dan  besar  untuk  
dikembangkan  akan  tetapi  belum  
termanfaatkan  secara optimal,  untuk   
itu  dalam   upaya   membuat   Model   
Organisasi   Efektif  dengan Didukung  
oleh JFT yang Kompeten  di BKPSDM  
Kabupaten  Tangerang,  Provinsi Banten 
harus menciptakan  strategi dengan 
menggunakan  kekuatan (strength) 
untuk memanfaatkan    peluang    
(opportunities),    sementara    itu   
kekuatan    ini   harus dimanfaatkan  untuk  
memperbaiki  kelemahan  yang  dimiliki  
sehingga  hendaknya dapat menjadi 
motivasi bagi semua stakeholder untuk 
mencari solusi terhadap kelemahan-
kelemahan tersebut. 

 Kekuatan ini juga dapat dipakai untuk 
mengurangi ancaman-ancaman  yang  
datang  dari  luar.  Atas  dasar  hasil  
analisis  lingkungan intemal dan 
lingkungan ekstemal (SWOT) tersebut 
di atas, maka Model Organisasi Efektif 
dengan Didukung  oleh JFT yang 
Kompeten  di BKPSDM  Kabupaten 
Tangerang,  Provinsi Banten diarahkan 
pada:

a. Perencanaan,  sistem regulasi dan 
persyaratan  yang tidak mengikat;

b. Peningkatan  sarana dan prasarana  
dan keuangan  yang mendukung;

e. Penguatan tugas dan fungsi dengan 
formasi dan rekomendasi  instansi 
pembina dari pusat;

f. Peningkatan  daya kerja, skill, dan 
kompetensi JFT BKPSDM.

g.     Dukungan dari pusat sebagai instansi 
pembina dengan adanya sosialisasi 
dan pemahaman   terhadap tugas 
dan fungsi JFT yang kompeten di 
daerah, serta diberikan  contoh  role 
model  JFT yang kompeten,  dan 
adanya  sinkronisasi perkembangan 
JFT yang kompeten bagi efektivitas 
organisasi, antar berbagai daerah.

Strategi Model Organisasi Efektif 
dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten 
di BKPSDM Kabupaten  Tangerang,  Provinsi 
Banten meliputi:  

(a) Aspek Regulasi, penguatan  instrumen  
kebijakan  dan penguatan  sistem 
regulasi pada  formasi dan rekomendasi 
jabatan fungsional tertentu (JFT) di 
BKPSDM Kabupaten Tangerang Provinsi 
Banten;  

(b) Kelemahan yang mendasar pada 
birokrasi tidak lain adalah kelemahan 
dalam sistem koordinasi. Saat ini, 
banyak kebijakan lintas sektoral yang 
terbengkalai  karena  masalah birokrasi.  
Jika hendak  mengatasi masalah itu,  kita 
perlu membangun sistem koordinasi 
antara pemerintah daerah dan instansi 
pembina dari pemerintah  pusat,  agar 
sektor terkait  memberikan  dukungan  
kuat terhadap kebijakan  dan program 
untuk pencapaian  tujuan  dan sasaran 
yang efektif untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang ada; 

(c) Aspek Manajemen Sarana Prasarana 
yang menunjang  dan mencakup 
pengembangan  SDM JFT BKPSDM 
Kabupaten Tangerang,  guna menunjang  
tugas dan fungsi JFT tersebut.  
Adanya  sarana dan prasarana  yang 
representatif dalam menunjang kinerja  
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dan dapat  meningkatkan efektivitas 
organisasi, pemerintah daerah dan 
pemerintah pusat harus lebih terpadu 
dalam penataan  dan penyediaan  sarana 
dan prasarana  yang bersifat isik-
materil, misalnya  aksesibilitas  formasi, 
aksesibiltas informasi, dan persyaratan  
yang tidak mengikat, sosialisasi dan 
pemahaman tugas dan fungsi, serta 
memberikan pelatihan bagi JFT 
BKPSDM Kabupaten Tangerang. Konsep 
manajemen yang baik dan intemalisasi 
nilai-nilai yang mendukung efektivitas 
organisasi itu sendiri, sehingga dalam 
pengembangan JFT BKPSDM adalah 
aspek pendukung kompetensi dan 
kompensasinya.  

(d) Aspek Manajemen  Kelembagaan  
meliputi pemanfaatan  dan peningkatan   
kapasitas  organisasi,   mekanisme   
yang  dapat  mengatur  berbagai 
kepentingan secara operasional serta 
koordinasi agar memiliki e isiensi tinggi, 
serta meningkatkan  kapabilitas  dan 
efektivitas  organisasi  terhadap  tugas,  
fungsi  dan perannya  ditinjau  dari aspek 
keterpaduan  koordinasi  dan interaksi 
yang sinergis antar stakeholder  terkait. 
Faktor penghambat yang kedua setelah 
masalah keuangan adalah masalah 
organisasi, dimana masih kurangnya 
koordinasi antara pemerintah daerah 
dan instansi pembina pusat dalam 
formasi dan rekomendasi JFT BKPSDM.

SARAN

1.  Pada dasamya semua perubahan yang 
dilakukan oleh organisasi diarahkan 
untuk meningkatkan efektivitas 
organisasi dengan tujuan mengupayakan 
perbaikan kemampuan  organisasi 
dalam menyesuaikan  diri, menghadapi 
perubahan lingkungan juga  perubahan  
perilaku  anggota  organisasinya.   Dalam  
mengelola perubahan,  organisasi  harus  

memfokuskan  diri  untuk  meningkatkan 
kemampuannya   dalam  memanfaatkan   
tantangan   dan  peluang   yang  muncul. 
Artinya,  organisasi  membutuhkan  
perubahan  perilaku  manusia  dan 
perubahan proses  untuk  berhasil.   
Disinilah   organisasi  membutuhkan   
peran  manajemen perubahan, 
khususnya  mengelola  akibat-akibat  
yang dimungkinkan  terjadi  ketika 
perubahan  berlangsung.  Berakitan  
dengan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten 
Tangerang Provinsi Banten, khususnya 
di BKPSDM Kabupaten Tangerang, 
sebaiknya pengembangan  kompetensi 
aparatur dilakukan di antaranya melalui: 

(a)  adanya  merit  sistem  pada jabatan  
pimpinan  dan  pimpinan  tertinggi  
yang  dapat diduduki oleh pejabat 
struktural dan pejabat fungsional, 
dan telah memenuhi persyaratan   
sebagai  pejabat  pimpinan  tertinggi,  
menilai  Anjab  dan  ABK  pada 
proses  akredetasi  dan penilaian  
beban  kerja  pejabat  fungsional  
(JFT),  

(b) terus menerus  melakukan  
kesesuaian  pejabat fungsional  
(JFT) tersebut  dengan  SOTK 
dan kelulusan uji kompetensi  
fungsionalnya  (skill-need training),  

(c) penyesuaian tunjangan kinerja 
daerah,  kesejahteraan bagi para 
tenaga fungsional yang ada di 
BKPSDM Kabupaten Tangerang 
Provinsi Banten.

2.  Agar perubahan  SDM,  terutama  JFT 
di BKPSDM Kabupaten  Tangerang  
Provinsi Banten  dapat diterima dan 
dipahami  oleh semua pihak, maka kita 
perlu menjalankan setiap langkahnya 
dengan benar. Adapun langkah-langkah 
tersebut meliputi: 

(a) Sosialisasi, tahap pertama yang 
harus dilakukan dalam memulai 
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perubahan adalah melakukan  
sosialisasi  ke semua  JFT yang ada, 
stakeholder  yang melaksanakan, 
dan mereka yang akan terdampak 
oleh perubahan. Kita perlu 
menjelaskan hal-hal mendasar 
tentang perubahan, termasuk 
alasan mengapa kita harus berubah, 
meliputi: (1) Pemahaman,  melalui 
sosialisasi, semua orang diharapkan 
memiliki pemahaman  yang sama  
akan pentingnya  perubahan  yang  
dilakukan  oleh  organisasi. Pelaku  
perubahan haruslah  memahami  
alasan mengapa perubahan  itu 
dilakukan,  dan apa manfaat  serta 
pengaruh   perubahan   itu  bagi  
mereka   secara   pribadi   maupun  
bagi   organisasi.   (2) Komitmen, 
setelah mendapatkan sosialisasi 
dan pemahaman, seluruh anggota 
organisasi diminta untuk memiliki 
komitmen agar perubahan  dapat 
terwujud. (3) Implementasi, 
implementasi merupakan point 
terpenting agar perubahan dapat 
berjalan  sesuai dengan rencana   
organisasi.   Perubahan   hanya   terjadi    
ketika komitmen   yang   disepakati 
dilaksanakan   secara  nyata.   (4)  
Komunikasi,   implementasi  dapat  
berjalan dengan komunikasi yang 
efektif dan intens untuk memastikan 
jalannya perubahan.  (5) Evaluasi, 
tindak   lanjut   berupa   evaluasi/
audit   dilakukan   sebagai   langkah   
pengawalan   agar perubahan 
yang terjadi sesuai dengan yang 
diharapkan, danjika perlu dilakukan 
tindakan koreksi. 

(b) Manajemen  SDM (sumber daya 
manusia) merupakan suatu proses 
menangani berbagai masalah pada 
ruang lingkup pegawai, untuk dapat 
menunjang  aktivitas organisasi 
dan mencapai  tujuan  yang  telah  
ditentukan.  Koordinasi  dan peran  

serta keterlibatan  dan keterpaduan 
program antar stakeholder 
maupun sektor terkait dalam 
pengembangan JFT di BKPSDM 
Kabupaten  Tangerang ini masih 
sangat kurang. Pola pengembangan 
JFT BKPSDM ini memerlukan kerja 
sama antar pemerintah daerah 
dengan instansi pembina pusat 
secara sinergis. Pengembangan JFT 
BKPSDM memerlukan dukungan 
semua pihak, pemerintah  pusat  
sebagai  instansi pembina  dan  
fasilitator  dalam mendukung  
dalam pengusulan,  formasi  dan  
tugas  serta  fungsi  JFT.  Untuk  itu 
kerja  sama baik  antara pemerintah 
pusat  dan daerah sangat penting. 
Terobosan kegiatan bersama dalam 
rangka pengembangan JFT sangat 
diperlukan. 

3.  Untuk tercapainya hal tersebut dapat 
dilakukan melalui peningkatan 
koordinasi, antara unsur pemerintah  
(pusat/daerah) dalam menjalin 
koordinasi. Berdasarkan uraian di 
atas maka perlunya  langkah-langkah  
dalam rangka mendukung  optimalisasi 
pengembangan JFT di BKPSDM 
Kabupaten Tangerang:  

(a)  Diperlukan kerjasama  ‘partnerships’ 
antara pemerintah pusat,  sebagai 
instansi pembina dan pemerintah 
daerah;  

(b) Pemahaman ini menghendaki 
partisipasi komunitas secara terus 
menerus dan program pelatihan 
dalam peningkatan kompetensi JFT 
BKPSDM, untuk pengembangan 
efektivitas organisasi; 

(c)  Aspek SDM, menggalang kapabilitas 
dan kemampuan SDM JFT BKPSDM 
agar profesional serta mempunyai 
etos kerja yang tinggi dan senantiasa 
mengikuti dan meningkatkan 
penguasaan  IPTEK dalam tugas 
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dan fungsinya. Kurangnya kualitas 
dan kuantitas sumber daya 
manusia JFT yang profesional dan 
berkemampuan tinggi dirasakan 
sampai  saat  ini,  yang  mana  human  
resources  ini  belum  sesuai  dengan  
apa  yang diharapkan yakni the right 
man on the rightplace. Oleh karena 
itu diperlukan pendidikan dan 
pelatihan yang berkaitan dengan 
pengembangan JFT BKPSDM, 
kerja sama pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat.   Sumber 
daya manusia JFT sangat berperan 
penting dalam keberhasilan 
pengembangan organisasi 
BKPSDM dan berdampak kepada 
masyarakat. Kemampuan pengelola 
sumber daya manusia JFT  dalam 
menetapkan target sasaran  sesuai  
dengan  potensi  yang  dimiliki  
sangat menentukan  keberhasilan  
dalam efektivitas organisasi, 
dan bentuk kegiatan sosialisasi 
dalam peningkatan  kompentensi 
JFT dilakukan melalui kepastian 
legalitas, adanya role model dari 
lembaga pembina, dan dibuat 
peraturan daerah yang disesuaikan 
dengan tugas dan fungsi dari JFT 
tersebut.

4.  Saat init tidak bisa dipungkiri, perubahan 
teknologi yang sangat cepat, memaksa 
organisasi untuk menyesuaikan  diri 
dengan lingkungannya.  Perubahan  
tersebut telah menggeser  fungsi-fungsi 
manajemen SDM yang selama ini hanya 
dianggap sebagai kegiatan administrasi, 
yang berkaitan dengan perekrutan 
pegawai  staf ing,  coordinating yang 
dilakukan oleh bagian personalia saja. 
Saat ini manajemen SDM berubah 
dan fungsi spesialisasi yang berdiri 
sendiri menjadi fungsi yang terintegrasi 
dengan seluruh fungsi lainnya di dalam 
organisasi, untuk bersama-sama 
mencapai sasaran yang sudah ditetapkan 

serta memiliki fungsi perencanaan 
yang sangat strategik dalam organisasi, 
dengan kata lain fungsi SDM lama 
menjadi lebih bersifat strategik. Oleh 
karena itu, manajemen SDM di BKPSDM 
Kabupaten Tangerang mempunyai 
kewajiban untuk memahami perubahan 
yang semakin kompleks yang selalu 
terjadi di lingkungan kerja, dan harus 
mengantisipasi perubahan teknologi, 
serta memahami dimensi intemasional 
yang mulai memasuki dunia kerja, akibat 
informasi yang berkembang cepat.
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